
SALINAN

BUPATI KUTAl KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PBRATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA LOKAL TERHADAP INDUSTRI EKSTRAKTIF

MINYAK DAN GAS BUMl DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA ESA

Menimbang

BUPATI KUTAl KARTANEGARA,

a. bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
serta pengolahan minyak dan gas bumi di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun tenaga
keija daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha
daerah untuk dapat ikut berperan dan tumbuh serta
berkembang;

b. bahwa berbagai permasalahan dan/atau hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta
pengolahan minyak dan gas bumi, di wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara memerlukan penanganan yang
komperhensif;

c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan
nasional dan intemasional, guna menanggapi aspirasi dari
warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih aktif, maka
pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya alam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat
menggunakan sumberdaya yang ada dan berasal dari
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Lokal
Terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi di
Daerah.

Mengingat 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502 );

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279)

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% ( sepuluh
persen) Pada Wilayah Keija Minyak dan Gas Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak
Bagi Hasil Gros Split (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 116 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA LOKAL
TERHADAP INDUSTRI EKSTRATIF MINYAK DAN GAS BUMI
DI DAERAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Industri Ekstraktif minyak dan gas bumi adalah industri yang bahan baku
diambil langsung dari alam sekitar

5. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau
menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan
akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Rantai Suplai (Supply Chain) adalah kegiatan penyediaan dan
pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/
Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanan dan Pengelolaan Proyek, termasuk
Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi dan
Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/Penyelesaian Perselisihan.

7. Kontraktor Kontrak Keija Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor KKS
adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, yang melaksanakan
kegiatannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Penyedia Barang/Jasa Kontraktor KKS Golongan Besar selanjutnya disebut
Mitra K-KKS yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk
keperluan pelaksanaan kegiatan Kontraktor KKS termasuk Badan Usaha
yang bertindak untuk dan atas nama Mitra K-KKS, yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Jasa Pengerjaan adalah bagian dari pekerjaan Jasa Pemborongan, Jasa
Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik
pekerjaan

10. Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen)
modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk Kutai Kartanegara
dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
warga/penduduk Kutai Kartanegara atau badan hukum koperasi yang
dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

12. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk
kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan kantor
catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.












































